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Penyampaian LHP BPK RI atas 6 LKPD
BPK RI Berikan Satu Opini WTP dan Lima Opini WDP
Atas enam laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat (Jabar)  Tahun Anggaran (TA) 2011 yang telah diperiksa, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada satu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan lima LKPD lainnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP diberikan kepada LKPD Kota Banjar, sedangkan opini WDP diberikan kepada LKPD Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Cirebon.

Demikian antara lain dikatakan Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet Kurniawan dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Enam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2011. Acara tersebut berlangsung di  Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar pada Senin (28/05). Pada kesempatan tersebut, Kalan Provinsi Jabar BPK RI menyerahkan LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota. 

Menurut Kalan Provinsi Jabar BPK RI, pemberian opini WTP kepada Pemerintah Kota Banjar tersebut tidak terlepas dari adanya perbaikan yang signifikan pada penyusunan LKPD TA 2011. “Pemerintah Kota Banjar telah melakukan inventarisasi, penilaian, dan pemutakhiran Kartu Inventaris Barang atas seluruh aset tetap serta aset lainnya, untuk aset-aset tak berwujud, sekaligus melakukan kodefikasi terhadap peralatan dan mesin secara menyeluruh. Selain itu, inventarisasi bersama juga dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk rekonsiliasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan di RSUD Kota Banjar,” jelas Kalan.
Kepada para pimpinan DPRD dan Kepala Daerah yang hadir, Kalan Provinsi Jabar BPK RI menyampaikan, pemeriksaan BPK RI hanya dapat menyimpulkan kewajaran atas laporan keuangan, bukan kebenaran atas laporan keuangan. Opini WTP juga tidak berarti bahwa penyajian laporan keuangan telah sepenuhnya benar dan bebas dari permasalahan.  Opini WTP hanya menggambarkan penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota bebas dari salah saji yang sifatnya material, berdasarkan sample yang diambil pada saat pemeriksaan, didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. “Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan opini tersebut terbatas hanya pada kepatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan, bukan dari aspek hukum apalagi aspek politis.” kata Kalan.

Menurut Kalan Provinsi Jabar, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada sejumlah kabupaten/kota yang secara signifikan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga permasalahan-permasalahan tahun sebelumnya menjadi berkurang bahkan tidak ada karena sudah ditindaklanjuti seluruhnya. Namun ada juga Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih jalan di tempat, sehingga permasalahan-permasalahan yang menjadi pengecualian dalam opini BPK tahun sebelumnya masih tetap dan berulang pada LKPD TA 2011 ini. Adapun beberapa permasalahan penting yang masih ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPD pada enam Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2011, antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Ketidakpatuhan para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan menyetorkan sisa kas pada akhir tahun anggaran secara tepat waktu. 

2. Penatausahaan aset tetap yang belum tertib, penyajian aset tetap yang belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, penomoran atau kodefikasi yang belum dilakukan,  adanya sejumlah aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, banyaknya aset yang dikuasai pihak ketiga dan tidak didukung dengan perjanjian pinjam pakai serta masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat.  

3. Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah belum memadai, di antaranya penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, penggunaan langsung atas pendapatan daerah, adanya kekurangan penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyetoran retribusi daerah tidak dilakukan secara tepat waktu, dan piutang pajak yang telah kadaluarsa serta tunggakan pajak yang berpotensi tidak tertagih.  

4. Pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih ditemukan adanya realisasi belanja daerah yang belum dipertanggungjawabkan, terjadinya pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda dan kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan gedung, jalan, jembatan dan jaringan irigasi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga.

5. Sistem pengendalian intern yang lemah atas pengelolaan  hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang pada umumnya belum didukung dengan laporan pertanggungjawaban dari para penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Selanjutnya Kalan Provinsi Jabar mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kepala daerah berkewajiban menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang telah dilakukan, meskipun masih pada tahap awal dari suatu proses tindak lanjut, paling lambat 60 hari sejak LHP disampaikan oleh BPK. “Inilah pentingnya  rencana aksi (action plan) dibuat agar proses perbaikan yang dilakukan menjadi jelas, terarah, dan terpadu. Dengan rencana aksi yang tepat dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pejabat yang terkait, BPK yakin pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah akan meningkat kualitasnya.” Jelasnya

Kalan Provinsi Jabar BPK RI mengatakan, untuk memperoleh dan mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya, pemerintah kabupaten/kota harus mewujudkan siklus input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik secara terpadu dan berkesinambungan, sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. “Pondasi ini dapat ditanamkan dengan kokoh apabila ada komitmen yang kuat serta  hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak,” kata Kalan Provinsi Jabar BPK RI.
Penyampaian LHP BPK RI atas enam LKPD Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat TA 2011 itu sendiri merupakan penyampaian LHP tahap kedua. Sebelumnya, Kalan Provinsi Jawa Barat BPK RI juga telah menyampaikan LHP BPK RI atas LKPD Pemprov Jabar TA 2011 kepada Ketua DPRD Provinsi Jabar Irfan Suryanagara. Laporan Keuangan Pemprov Jabar TA 2011  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. 

LHP BPK RI   dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ketiga buku tersebut terdiri dari Buku Pertama yang merupakan LHP yang memuat opini atas LKPD, Buku Kedua yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta Buku Ketiga yang merupakan  LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.  
Opini terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan empat kriteria tersebut maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse).
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